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Politik Desa

~
Politik Kedaulatan Dwi Asas: kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan
Desa hak asal usul.
N
Politik Perspektif utuh pembangunan (TRIMATRA):

Pembangunan Desa JAMU DESA, BUMI DESA, KRYA DESA

~
Balai Rakyat: Pembangunan desa harus bertumpu pada
penguatan stok pengetahuan warga/komunitas desa

Politik Literasi Desa
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Desa hidup berdasarkan dinamika norma, budaya,
adat, keyakinan, dan agama yang menjadi mata
air pengetahuan dan konsensus dalam menjaga
kehidupan bersama

Desentralisasi dalam literatur ekonomi dan politik.

Memberikan ruang penuh bagi desa memutuskan dan
menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan
selama berada dalam skala desa
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POLITIK PEMBANGUNAN DESA: Kerangka Kebijakan dan Trimatra

Pembangunan Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

1. ASET RUMAH
TANGGA (RT)
ASET (N, P, H,F,S, )
Pembangunan
PASAR NEGARA |MASYARAKAT
KONTEKS o S SIPIL Desa
3 * pfn® o JAMU DESA
llﬁi ] t ] F TR BUMI DESA
e B 2 T B KARYA
- Liberalisasi | "N Gional - Kelembagaan DESA
- Biaya Transaksi| _ Penids - Organisasi Lokal
- Faktor Pasar | pyocontralisasi |- Tindakan Kolektif

sTraTEG! RS

Jalur Keluar
Kemiskinan:
- Pertanian
- Non Pertanian
- Teknologi

- SDA

- Sosial

- Budaya, dll

PRIMER
- Aset Produkiif

CAPAIAN

- Pendapatan
- Organisasi Lokal, dst

- Publik:
Irigasi,
Jalan dst
-> Reforma

Agraria

- Privat :
Modal
Sertifikasi,dst

SEKUNDER/TERSIER
- Lapangan Pekerjaan
- Kemiskinan

- Pemberdayaan, dst

JARING
KOMUNITAS
WIRADESA

“JAMU DESA”

Penguatan daya dan
ekspansi kapabilitas
masyarakat desa

PENDEKATAN
PEMBANGUNAN DESA

LUMBUNG
EKONOMI DESA

“BUMI DESA”

Optimalisasi sumber
daya Desa untuk
mewujudkan
kemandirian
ekonomi,
kedaulatan pangan
dan ketahanan
energi

LINGKAR BUDAYA
DESA

“KARYA DESA”

Inklusi sistem nilai
partisipasi warga
dalam
pembangunan Desa
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POLITIK LITERASI DESA: BALAI RAKYAT oi%,;M
ﬁ% Rumah Desa Sehat
@ Rumah Belajar
- =

{ i iﬂ' ' Rumah Pengembangan Ekonomi

Penguatan Pembelajaran Pemberdayaan ey
Komunitas Mandiri Masyarakat @ Rumah Produksi Desa

Sarana Informasi dan
‘Perpusatakaan Desa
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| Penyerapan 2015
\82,72%

AV
Rp 20,7 triliun Rp 46,9 triliun

2017
Rp 60 triliun

(dibagi ke 74.093 (dibagi ke 74.754
desa) desa)

(dibagi ke 74.910
desa)
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Pemanfaatan Dana Desa

Pemanfaatan 1|Pemenuhan Kebutuhan Dasar 1.102.488.090.013
2|Sarana Prasarana Desa 16.188.077.517.560 |  81,3%
Dana Desa 2017 3|Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal 507679441234 | 256%
4|Pemanfaatan SDA dan Lingk Berkelanjutan 68.145.978.836 |  0,34%
, 5|Pemberdayaan Masyarakat 1.552.880.303.985 |  7,80%
= 6|Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 290.355.635.569 | 1,46%
I JdanDesa | [7]Pembinaan Kemasyarakatan 210.030.659.415 | 1,05%
o 25,660 | T SR NAHO0H

» o, S

Tambatan Perahu § ol BUMDES Raga Desa , — — — —_—
gglf 22-7_87 2-717 Keswadayaan dan gotong royong terlihat kokoh karena
\ ) Uni Ui | seluruh program harus dijalankan secara swakelola, tidak
[ “boleh diberikan kepada pihak ketiga
Air Bersih Embung | PAUD —
( 1 819 1,303 1.0 N J
", Pa;agz)zsa o Unit é Unit Unt \ Ongkos pembangunan menjadi amat murah karena
Unit ; < ( ~ dikerjakan oleh warga desa dengan semangat keguyuban
\ / MCK - Polnces tanpa harus mengorbankan kualitas
f Penatan 20542 23904 2341
Tanah Unit Unit Unit
SLIT3 \ 2t %
% Unit g , \
urnur Irigasi
. 26.705 6 10790
—— Unit Unit
. NQ \ y
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INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM)

KLASIFIKASI STATUS
DESA

Indeks Desa Membangun (IDM)
merupakan Indeks Komposit yang
dibentuk dari:

a) Indeks Ketahanan Sosial,
b) Indeks Ketahanan Ekonomidan

c) Indeks Ketahanan Ekologi Desa

Klasifikasi status desa berdasarkan IDM

antara lain:

1. Desa Sangat Tertinggal
. Desa Tertinggal
. Desa Berkembang

. Desa Maju

. Desa Mandiri

UMLAH & PERSENTASE DESA BERDASARKAN

14,107
18.87%

Tertinggal
33,948
45.41%

Tahun 2016

IDM 2015
Sangat 0.23% 3,610
Tertinggal ) 4.83%

Sumber: Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2

PERKEMBANGAN STATUS DESA 2016

= 2015 #2016
\ Berkembang

36870

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Target RPJMN
(0/202)11)?:; 3 ;ﬂgan ¥g::iln];;:\ell Desa Terentaskan Desa Terentaskan
20.76% 48.055 Desa 9.975 Desa 5.000 Desa
(%) Perubahan Total Desa Desa Menjadi Desa Menjadi
2015-2016 Berkembang Mandiri Mandiri

15.30% 26.526 Desa 4.058 Desa 2.000 Desa

34790
Tahun
25241
23239
22,916
30.66%
11354
8955
2088 3829
39 881 .
MANDIRI MAJU BERKEMBANG TERTINGGAL SANGAT
TERTINGGAL
SANGAT
MANDIRI MAJU BERKEMBANG | TERTINGGAL | . onorneo:
BERTAMBAH | BERTAMBAH | BERTAMBAH | BERKURANG BERKURANG
842 DESA 8.367 DESA 9.548 DESA 13.631 DESA 5.126 DESA
f(ﬂ“ﬁh”ﬂnﬁ%
{ -}
&/
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PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESARN

3 RELEVANSI KAWASAN:
MENDORONG EKONOMI YANG MEMILIKI NILAI TAMBAH

Sumber keterbelakangan desa karena hanya memproduksi bahan baku. Kosqahtoraan berasal
dari sektor pengolahan (yang punya nilai tambah).Syarat yang harus dipenuhi mesti ada skala ekonomi.

Skala ekonomi hanya bisa pada level kawasan perdesaan, bukan desa. ' ’ P Q °

° 9 MEMPERKUATPOSISITAWAR ==
l

Pelaku ekonomi desa hanya bisa sebagai "price taker" (penerima harga) sebab terpecah dalam individu/kelompok kecil.
Bila mereka bergabung dalam kawasan (dan dikelola oleh Bumdes Bersama, misalnya), maka posisi tawar mereka akan
kuat dan menjadi "price maker" (penentu harga).

e W S .n A MﬂEdUSE dgbgfeall:l M&e“wtgghldsenﬂf yanAg Ei.r!:AmBkaEueErg(aAakan saling mematikan (bunuh)

dan menguntungkan pelaku ekonomi besar (di kota). Desa-desa diajak berkolaborasi (cooperation),
bukan berkompetisi (competition), agar menghasilkan kesejahteraan bersama. 10
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4 FUNGSI KAWASAN.

0 .. DEEPENING (PENDALAMAN):

I A Pendalaman pembangunan mengharuskan adanya konsolidasi sumber daya agar terpenuhi skala ekonomi.
Il Konsolidasi sumber daya harus dengan jalan menggabungkan kerjasama desa

oo BRIDGING (MENJEMBATANI)

m relasi desa - kota sulit dibangun secara setara karena ketimpangan (sosial, ekonomi, politik, budaya, dll).
Desa-desa mesti diperkuat dulu dengan jalan kolaborasi membentuk kawasan agar bisa berhubungan dengan kota secara seimbang.
Fungsi kawasan di sini sebagai jembatan (mediasi).

G Gagylsl!'pémBanng "AQH“N“E”(‘M bE'!! ‘(’;iaJEaB"J‘eAmi&SM dAeﬁ (ee'l!Zr:intah dunia usaha, universitas, LSM, Ormas, dunia

internasional, dsb), tapi mesti dikelola dengan kapasitas yang memadai. Kawasan lebih sanggup mengorganisasikan
pemangku kepentingan dalam poros kolaborasi ketimbang pada level desa

@ CUNTRULLING(PENGENDALIAN):

bagi pemerintah atau pelaku tertentu pasti dibatasi kemampuan untuk pengendalian program.
Rentang kendali pada level kawasan lebih mungkin diupayakan daripada desa yang jumlahnya amat banyak.

11
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> KETERPADUAN(HULU-HILIR):
‘ E memapankan organisasi ekonomi (Bumdes Bersama atau yang lainnya) yang menopang pengemp
<
pelaku di luar kawasan.

5 (K) DIMENSI PENYANGGA KAWASAN:
y‘r’\\ KONSENSUS (ANTARDESA):
desa yang bergabung harus merumuskan dan mengambil keputusan bersama
kawasan yang berhasil bukan hanya harus fokus, tetapi juga bisa memadukan aktivitas dari hulu
(produksi) sampai hilir (pemrosesan, distribusi, pemasaran, dll)
. kawasan merupakan keniscayaan, termasuk menyusun segenap aturan main agar organisasi @
“w itu mapan.
1'“-_',' KEBERLANJUTAN (PENGELOLAAN):
pembangunan kawasan merupakan proses yang tidak berhenti, namun pengembangan il :
A terus-menerus. Di sini dibutuhkan komitmen keberlanjutan dari seluruh pemangku o A

‘0 atas konsep dan matriks kolaborasi pembangunan kawasan.
& KELEMBAGAAN(ORGANISASIDAN ATURAN MAIN):
@ KOMUNITAS (ALAS GERAKAN):
@ pembangunan kawasan mesti merupakan gerakan warga dan pemangku kepentingan
pada tingkat lokal, bukan semata hasrat pemerintah, pendamping, atau
kepentingandengan menghidupkan seluruh potensi lokal.
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KOLABORASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Pembangunan
Kawasan Perdesaan

Kolaborasi
Pembangunan
Desa

Kawasan
Perdesaan

Perencanaan
Pembangunan Desa

p
Pembangunan Ekonomi, Sosial, Politik
dan Budaya melalui Kearifan Lokal

o

" Agenda Nasional:
- Reforma Agraria
.- Perhutanan Sosial

Perencanaan —

Dana Desa

8

4 N

Program Pembangunan
dan Pemberdayaan serta
Pembangunan Kawasan

Perdesaan

- )

L

/" Pendekatan TRI MATRA
Pembangunan Desa
- JAMU DESA
- BUMI DESA
\_ -  KARYA DESA -
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PRINSIP DAN UNSUR KOLABORASI

&

Vo -

e Common
. * Kesetaraan
understanding :
* Komitmen
* Mutual agreement

) )  Konsekuen
e (Collective action onsekue

* kontinuitas

Pijakan/prinsip yang dipegang untuk Strategi menuju terwujudnya Pemilihan lembaga-lembaga
memilah dan memilih bentuksserta kerjasama potensial
pihakyangakan diajak kerjasama *  Model optimalisasi *  Membangun jejaring dan
pemanfaatan kerjasama yang komunikasi
dilakukan * Memperkuat kepercayaan (trust)
*  Penguatan kapasitas (legal,
managerial, teknikal
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TEMA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

144 . .

445 Kawasan | I;Ilngga.:aat ini I‘(jav(\;aslan PDerde;aan 28 kawasan Program 54 kawasan program
kavya.sar) pariwisa- e ya'ng ada da ar'n SR pengembangan Pembangunan
Agribisnis ta Kementerian Desa berju!nlah 907 kawasan perdesaan e [BerEssE

Kawasan tersebar di 261 berkelanjutan berbasis masyarakat
141 kabupaten/kota seluruh Indonesia
kawasan
minapoll 40 Kawasan Pusat 48 Kawasan Perkotaan
el Pertumbuhan baru - Baru-Kota Terpadu
Keterkaitan Kota Desa Mandiri

Terdapat 76 kawasan perdesaan yang B BER (e
telah dan sedang diintervensi sejumlah | Perdesaan Usulan

Program pengembangan kawasan sejak Daerah
tahun 2015. Serta Kawasan Perdesaan 7/

Usulan Daerah
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Kerangka Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan ) ﬁi‘n’u;
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DESAIN LINGKUNGAN YANG SEHAT

DESA DAN KAWASAN PERDESAAN PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN

- ORGANISASI
- NORMA

- Sosial
- Ekonomi

- NILAI

- Ekologi
- PILIHAN/PROSES KEBIJAKAN

- Administrasi Pemerintahan

Pendekatan Tri Matra: TATA KELOLA PEMBANGUNAN Pendekatan Tri Matra:

- Jaring Komunitas Wiradesa N S, - Jaring Komunitas Wiradesa

(Jamu Desa) - Promosi ekonomi kawasan (Jamu Desa)

(—BLum_bDung )Ekonomi Desa - Perbaikan modal sosial kawasan (—BLumeung )Ekonumi Desa
umi Desa umi Desa

- Lingkar Budaya Desa RENCTTOEERHDIEAN - Lingkar Budaya Desa

(Karya Desa) (Karya Desa)

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN




oy
Kementerian Desa,

-
- | . - -
i '/‘ Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
X\‘“’j Republik Indonesia

KEGIATAN PRIORITAS KEMENDESA, PDTT TAHUN 2017

NILAI TAMBAH

PRUDES &
PRUKADES:
dalam
meningkatkan skala
ekonomi berbasis
Teknologi & Inovasi

PEMAPANAN
ORGANISASI EKONOMI

BUMDES /BUMDESA
BERSAMA:

untuk kemandirian
ekonomi desa

KEMANDIRIAN

PANGAN Meningkat Mening- Mening-

EMBUNG : kan katkan katkan Pbea“f;amn
untuk ketahanan kualitas kualitas ku?"tas SDA &
pangan SDM sarana keh.'duPan peningkat
kawasan prasarana sosial dan an kualitas
perdesaan kawasan ekonomi lingkungan

SOSIAL perdesaan

SARANA OLAH
RAGA:
untuk kohesi sosial
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